
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Open
 
Analisis yuridis perjanjian persedian bahan baku (supply agreement)
amplodipine besylate antara Pfizer Overseas LLC dan PT Dexa Medica
ditinjau dari hukum persaingan usaha Indonesia = Juridicial analysis of
supply agreement of amplodipine besylate between Pfizer Overseas
LLC and PT Dexa Medica in the perspective of Indonesian antitrust law
Pamela Kresna, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20312910&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal 50 huruf B Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengecualikan perjanjian yang

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya paten. Bahwa dalam prakteknya tidak semua

dari perjanjian yang berkaitan dengan HKI dapat diberlakukan pengecualian. Terdapat perjanjian yang

berkaitan dengan HKI yang merupakan pelanggaran hukum persaingan usaha, khususnya mengenai kartel.

Sedangkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang

No. 5 Tahun 1999 `tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap

Perjanjian yang Berkaitan dengan HKI dianggap belum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai

kriteria suatu perjanjian yang berkaitan dengan HKI yang merupakan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Selain itu, dalam tulisan ini akan mengkaitkan penggunaan doktrin single economic entity dalam hal

pertanggung jawaban holding company yang mempunyai HKI dengan anak perusahaannya di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menitikkan beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer berupa wawancara

hanya digunakan sebagai pelengkap dan penunjang.

......This research explains the application of article 50 point B of Indonesian anti trust act 5/1999 which

excludes the agreement related to intellectual property right (IPR) in which its application not all can be

excluded. There are agreements related to IPR which violate anti trust law especially cartel. On the other

hand, KPPU regulation no. 2/2009 about the application of Indonesian anti trust act towards guidance on the

exception of agreement related to intellectual property right is not clear enough to provide this guidance

about the criteria of agreement related to IPR which violate Indonesian anti trust act. Moreover, this research

will convey the usage of single economic entity doctrine that the responsibility of holding company which

own IPR against its subsidiary company in Indonesia. This research is more focused in secondary sources

and primary sources in form of interviews with law enforcement officer are used supporting and

complement this research.
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